13

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara berdasarkan atas kepemilikan modal yang berasal dari negara baik secara langsung maupun dipisahkan.
Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. 

2.1.1.2. Jenis Badan Usaha Milik Negara
Adapun di Indonesia, jenis Badan Usaha milik Negara menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia Bebas adalah:
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
· Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
· Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
· Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
· Modalnya berbentuk saham
· Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
· Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
· Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
· Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
· RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
· Dipimpin oleh direksi
· Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
· Tidak mendapat fasilitas negara
· Tujuan utama memperoleh keuntungan
· Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
· Pegawainya berstatus pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.
Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:
1. Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN.
2. Persero yang bergerak di bidang hankam negara.
3. Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat.
2. Perusahaan Jawatan (Perjan)
Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:
· Memberikan pelayanan kepada masyarakat
· Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
· Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan
· Status karyawannya adalan pegawai negeri
3. Perusahaan Umum (Perum)
Sejenis perusahan badan pemerintah yang mengelola sarana umum.
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI.
BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat, tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. 
Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam bangkrut, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

2.1.2. Restrukturisasi Organisasi 
2.1.2.1. Pengertian Restrukturisasi Organisasi
Perusahaan mungkin berkembang dan menjadi korporasi(corporation), yaitu perusahaan yang mempunyai banyak unit kegiatan. Unit-unit kegiatan tersebut merupakan suatu divisi yang relatif independen, tetapi dapat juga merupakan suatu bagian yang hanya sebagai pelaksana keputusan-keputusan “kantor pusat”. Apapun tingkat kebebasan(degree of independence) dari unit-unit tersebut, perusahaan mungkin suatu ketika menghadapi kesulitan dalam mengendalikan unit-unit tersebut. Kesulitan dapat timbul karena berkaitan dengan jenis usaha yang beraneka ragam, dapat juga karena masalah trade-off antara kecepatan pengambilan keputusan dan pengendalian. Masalah-masalah ini akan menyebabkan korporasi melakukan restrukturisasi.                                                                                                  
Demikian juga dalam operasinya perusahaan tidak selalu mampu berkembang dengan baik. Kadang-kadang perusahaan terpaksa “memperkecil diri” agar mampu bertahan, bahkan terpaksa membubarkan diri karena kerugian terus-menerus yang dialami. Perusahaan dapat menghadapi kesulitan keuangan karena alasan operasi, atau dapat juga karena alasan keuangan. Alasan yang pertama berarti perusahaan menanggung biaya operasi yang lebih besar dari penghasilan operasinya. Sebab yang kedua, perusahaan menghadapi kesulitan keuangan karena beban keuangan tetap yang terlalu besar. Mungkin dari sisi operasional masih meghasilkan keuntungan operasi, tetapi laba operasi tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
Adapun pengertian restrukturisasi organisasi menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti bahwa: 
“restrukturisasi organisasi merupakan kegiatan untuk merubah struktur  perusahaan”.
                                                                                                           (2004:401)
Sedangkan pengertian dari restrukturisasi organisasi  James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR., yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Denny Arnos Kwari, bahwa: 
“restrukturisasi diikuti dengan adanya perubahan dalam struktur modal, operasi, atau kepemilikan perusahaan yang merupakan rutinitas usahanya”.
                                                                                                            (2005:473)
Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa restrukturisasi organisasi adalah tindakan atau kegiatan merubah struktur perusahaan melalui pertimbangan dan untuk tujuan tertentu, dimana semuanya itu harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat restrukturisasi organiasasi ini terjadi pada Badan Usaha Milik Negara, maka pihak pengambil keputusan dalan hal ini adalah Pemerintah yang bertindak sebagai regulator. Restrukturisasi organisasi yang terjadi pada pertamina meliputi restrukturisasi sumber daya manusia dan restrukturisasi keuangan. Dimana hal ini diberlakukan agar pengelolaan perusahaan sendiri dapat lebih optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan. 
	Dari kedua pengertian diatas pula, bahwa restrukturisasi dapat diartikan makin membesar atau makin mengecil struktur organisasi suatu perusahaan. Apabila diartikan dalam pengertian pertama, maka kegiatan merger dan akuisisi juga merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi. Perusahaan yang melakukan integrasi vertikal, jelas melakukan restrukturisasi bisnisnya. Dengan cara tersebut perusahaan dapat mengamankan sumber bahan baku, dan/atau distribusi hasil produksinya.
	Sedangkan restrukturisasi dalam artian kedua, perampingan korporasi dapat dilakukan dengan melakukan penjualan unit-unit kegiatan (sell off) atau pemisahan unit-unit kegiatan tersebut dari korporasi (spin-off). Dan berikut adalah penjelasan mengenai self-off dan spin-off:
1. Self Off
	Korporasi yang mempunyai unit kegiatan yang yang sangat beraneka ragam, mungkin suatu ketika akan merasa bahwa diantara unit-unit tersebut ada yang tidak bekerja secara ekonomis. Penyebabnya dapat beraneka ragam. Salah satunya adalah tingkat kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economic of scale-nya. Penyebab lainnya dapat dikarenakan bukan berada pada bisnis utama, korporasi kemudian kurang memperhatikan unit tersebut. 
	Apabila unit kegiatan ini dirasa membebani korporasi, maka unit tersebut dapat dijual, baik  secara tunai maupun melalui pembayaran dengan saham.
2. Spin Off
	Cara spin-off dilakukan dengan apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari korporasi dan berdiri sebagai suatu perusahaan yang terpisah. Dengan demikian perusahaan tersebut akan mempunyai direksi sendiri dan independen dalam mengambil keputusan. Kepemilikan perusahaan baru tersebut berada di tangan korporasi(pemegang saham) dan proporsi kepemilikan dilakukan secara pro-data. Pemisahan ini dimaksudkan agar unit tersebut dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, lebih efisien dan ada yang secara khusus bertanggung jawab.

2.1.2.2. Jenis Restrukturisasi Organisasi
Akibat terjadinya krisis ekonomi atau ketidak pastian ekonomi global, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutangnya bahkan hanya untuk membayar bunga bank saja tidak cukup. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melaksanakan restrukturisasi, yaitu penataan ulang sendi-sendi perusahaan. 
	Menurut Bennett Silalahi, restrukturisasi pada perusahaan atau organisasi dapat dibedakan menjadi:
“1. Restrukturisasi Keuangan.
  2. Restrukturisasi Sumber Daya Manusia (SDM)”.
                                                                                                             (2004:49)
Dari jenis restrukturisasi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dijelaskan ketiga pengertian jenis restrukturisasi organisasi diantaranya sebagai berikut:
1. Restrukturisasi Keuangan
Yaitu penataan kembali struktur keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Restrukturisasi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu:
· Menjadwal kembali pembayaran bunga.
· Penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman.
· Mengubah hutang menjadi modal sendiri (debt equity swap). Hutang dikonversi dalam bentuk saham.
· Menjual non core business melalui spin off, sell of atau liquidation.
· Mengundang investor individu yang potensial atau disebut juga private  placement ataupun karyawan dan manajemen untuk membeli saham perusahaan/management buyout.
· Penjualan saham kepada publik/go public. Manfaat utama dari go public adalah :
a. Mendapat tambahan fresh money atau fresh capital.
b. Memudahkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi.
c. Memudahkan dalam benchmarking company value.
d. Melalui mekanisme pasar dapat meningkatkan pengawasan manajer
    perusahaan.
e. Bagi BUMN, go public dapat mengurangi campur tangan birokrasi.
f.  Akuntablitas pengelolaan perusahaan akan menjadi lebih baik.
2. Restrukturisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Restukturisasi sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan dilakukan dengan adanya pergantian jajaran direksi dan manajer serta pengurangan karyawan atau penambahan karyawan yang dianggap lebih kompeten dan professional sesuai dengan kapasitas pada bidang masing-masing. 
Adapun menurut Bramantyo Djohanputro, restrukturisasi organisasi pada perusahaan umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut:
	“restrukturisasi organisasi pada perusahaan dapat dibedakan menjadi restrukturisasi portofolio/asset, keuangan atau modal, manajemen/ organisasi”.
	                            	                                                                         (2004:34)
	Dari pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa tujuan dari restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk lebih meningkatkan nilai dari perusahaan, dimana hal itu dilakukan melalui berbagai kebijakan dan konsolidasi internal perusahaan. Adapun penjelasan mengenai mengenai ketiga jenis restrukturisasi organisasi adalah sebagai berikut:
1. Restrukturisasi Portofolio/ Aset
	Restrukturisasi Portofolio/ Aset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (Strategic Business Unit), maupun anak perusahaan.
2. Restrukturisasi Keuangan Atau Modal
Restrukturisasi Keuangan Atau Modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari: neraca, laba/rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. 
Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasar rasio kesehatan, yang antara lain: tingkat efisiensi (efficiency ratio), tingkat efektifitas (effectiveness ratio), profitabilitas (profitability ratio), tingkat likuiditas (liquidity ratio), tingkat perputaran aset (asset turn over), leverage ratio dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian (risk return profile).
3. Restrukturisasi manajemen/ organisasi 
	Restrukturisasi manajemen merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen/organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.
	Pada dasarnya setiap korporasi dapat menerapkan salah satu jenis restrukturisasi pada satu saat, namun bisa juga melakukan restrukturisasi secara keseluruhan, karena aktifitas restrukturisasi saling terkait. Pada umumnya sebelum melakukan restrukturisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian secara komprehensif atas semua permasalahan yang dihadapi perusahaan, langkah tersebut umum disebut sebagai due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Hasil penilaian ini sangat berguna untuk melakukan langkah restrukturisasi yang perlu dilakukan berdasar skala prioritasnya. Pelaksanaan restrukturisasi yang berhasil, harus melibatkan dan mendapatkan komitmen dari semua pihak. 

2.1.3. Kinerja Keuangan
2.1.3.1. Pengertian Kinerja 
	Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Dewasa ini kinerja identik dengan praktek pelaksanaan pekerjaaan di perusahaan atau organisasi.
Menurut H. Moh. Pabunda Tika merumuskan pengertian kinerja adalah:
“kinerja merupakan hasil dari fungsi pekerjaan/ kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu periode tertentu”.
                                                                                                                       (2006:121)
Sedangkan menurut Payaman J. Simanjuntak, menjelaskan pengertian kinerja adalah:
“kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”.
                                                                                                               (2005:1)
	Dari definisi kinerja diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja adalah terdiri dari:
1. Hasil-hasil fungsi pekerja.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai, seperti:   motivasi, kecakapan, persepsi peranan dan sebagainya.
3. Pencapaian tujuan
4. Periode waktu tertentu
Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang dimaksud adalah pelaksanaan hasil pekerjaan dan kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil pekerjaan atau prestasi kerja seseorang atau kelompok terdiri dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi kinerja karyawan terdiri dari kecerdasan, ketrampilan, kestabilan emosi, motivasi, prestasi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang atau karakteristik kelompok kerja. 
Sedangkan faktor eksternal antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja dan kondisi pasar. Pelaksanaan pekerjaan/ kerja tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.2. Standar Kinerja
	Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi/ perusahaan. Sehubungan dengan itu, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadapa kinerja diasuatu organisasi atau perusahaan merupakan hal penting. Kinerja personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu diterapkan standar kinerja atau standar “performance”.
	Menurut L. R. Sayle dan Strauss yang dikutip dan diterjemahkan oleh Sedarmayanti, bahwa standar kinerja adalah:
	“ukuran dalam hal mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, yang kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan pada seseorang”.    
	                                                                                                             (2001:51)
	Dari pengertian diatas maka dapat disimpulakan bahwa standar kinerja pada dasarnya adalah ukuran yang digunakan dalam membandingkan antara apa yang nantinya diharapkan terjadi atas suatu pekerjaan atau tugas yang diembankan kepada seseorang dalam suatu perusahaan atau organisasi tempat seseorang bekerja. Standar kinerja tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang hasilnya positif atau dapat juga hasilnya negatif, karena itu diperlukan kebijakan dan pengendalian yang bersifat menyeluruh sehingga dapat mengakomodir berbagai kepentingan dengan dua arah yang jelas. 

2.1.3.3. Aspek-aspek Kinerja
	Untuk mengukur tingkat kinerja seseorang diperlukan aspek-aspek kinerja dan menurut T. R. Mitchell seperti yang dikutip oleh Sedarmayanti, aspek-aspek kinerja meliputi:
	“ 1. Quality of work
               2. Promtness
               3. Initiative
               4. Capability
               5. Communication ”. 
                                                                                                                         (2001:52)
	Kelima aspek diatas dapat dijadikan ukuran dalam mengadakan pengkajian terhadap tingkat kinerja seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Disamping itu, untuk mengadakan pengukuran terhadap kinerja, menurut T. R. Mitchell seperti yang dikutip oleh Sedarmayanti, ditetapkan bahwa:


“Performance = ability x motivation”.                                                                                                                               
                                                                                                                         (2001:53)
	Dari pernyataan diatas, jelas bahwa untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja seseorang maka diperlukan pengkajian khusus mengenai kemampuan dan motivasi. Karena dengan ukuran ini, dapat ditentukan berapa besaran atas kinerja yang diharpakan dari seseorang yang berada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

2.1.3.4. Pengertian Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. 
Menurut Payaman. J. Simanjuntak pengertian kinerja keuangan adalah:
“kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian hasil oleh dalam rangka
mewujudkan tujuan perusahaan”.                                                                                                              
                                                                                                                         (2005:1)
Sedangkan menurut Agnes Sawir berpendapat bahwa kinerja keuangan adalah:
“dasar laporan keuangan perusahaan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan (laporan sumber dan penggunaan dana) yang saling berhubungan”.
                                                                                                               (2005:5)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan selama periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang saling berhubungan satu dengan yang dengan yang lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

2.1.3.5. Tujuan Kinerja Keuangan
Pada umumnya suatu organisasi atau perusahaan didirikan atau dijalankan bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, maka diperlukan segenap daya dan upaya dalam mewujudkan hal itu. Prakteknya dapat kita lihat dalam organisasi atau perusahaan di era dewasa ini. Banyak tindakan yang diambil yang dituangkan dalam bentuk berbagai rumusan kebijakan unttuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Membahas masalah tujuan organisasi atau perusahaan tersebut erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari kinerja keuangan perusahaan.
Adapun menurut Jumingan bahwa tujuan kinerja keuangan adalah:
“ 1.   Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan.
   2. Untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dari aspek   keuangan”.
                                                                                                                       (2006:239)
Dari kedua tujuan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan analisis kinerja perusahaan perusahaan adalah mengandung berbagai tujuan, antara lain:
1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan perusahaan terutama kondisi profitabilitas serta kinerja keuangan pada umumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset serta investasi yang dimilikih dan dilakukan dalam menghasilkan profit secara efisien.

2.1.3.6. Prosedur Analisis Kinerja Keuangan
Pada dasarnya, prosedur adalah langka-langka dari peraturan. Apabila yang menjadi pembahasan adalah prosedur analisis mengenai analisis kinerja keuangan, maka yang akan dijelaskan adalah langka-langka dari peraturan mengenai analisis dari kinerja keuangan. 
Adapun menurut Jumingan, menyebutkan bahwa analisis laporan kinerja keuangan, adalah:
“analisis keuangan merupakan proses pengkajian kritis terhadap keuangan perusahaan menyangkut review data, menghitung, mengukur/ membandingkan, mengiterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu”. 

                                                                                                           (2006:243)


Dengan demikian, prosedur analisis ini meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Review Data
Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhahap berbagai hal, baik sifat atau jenis pernataan yang melaporkan maupun system akuntansi yang berlaku, sistem akuntansi yang diterapkan dalam member pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan.
Menurut Munawir (1997:35), seperti dikutip oleh Jumingan bahwa yang dimaksud dengan mempelajari data adalah:
“maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh ini adalah untuk meyakinkan para penganalisis bahwa laporan keuangan itu sudah cukup jelas menggambarkan semua data keuangan yang relevan, sehingga penganalisis mendapatkan laporan keuangan yang dapat di bandingkan(comparable)”.  

 	                                                                                               (2006:248)
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan me-review merupakan jalan menuju suatu hasil analisis yang memiliki tingkat pembiayaan yang relatif kecil.
2. Menghitung
Dengan menggunakan berbagai metode dan tehnik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, penyertaan per komponen, analisis rasio keuangan dan lainnya. Dengan metode atau tehnik apa akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

3. Membandingkan atau Mengukur
Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya. Menurut Lukman Syamsudin (1998:39) yang dikutip oleh Jumingan, bahwa cara membandingkan dan mengukur yaitu:
	“pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan dalam membandingkan rasio keuangan, yaitu cross sectional approach dan time series analysis”.
                                                                                                           (2006:240)
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dijelaskan, bahwa:
a.  Cross Sectional Aproach
Adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio perusahaan yang satu dengan perusahaan lain yang sejenis pada saat bersamaan. 
Dengan menggunakan perbandingan ini haruslah dipenuhi persamaan:
· Perusahaan Sejenis
· Periode/tahun perbandingan sama
· Ukuran(size) perusahaan relatif sama besar.
b. Time Series Analysis
Dilakukan dengan jalan membandingkan hasil yang dicapai perusahaan dari periode yang satu ke periode lainnya. Dengan perbandingan semacam ini akan diketahui hasil yang dicapai perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan keuangan perusahaan terlihat melalui tren dari tahun ke tahun.
4.  Menginterpretasi
	Interpretasi adalah inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil pembandingan/ mengukur dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan, apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangannya.
5.  Solusi
Merupakan langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami masalah keuangan yang dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat. Selanjutnya prosedur laporan keuangan dapat di ilustrasikan dalam alur prosedur berikut ini:
 (
Data Laporan keuangan:
- Neraca
- Laporan Rugi Laba
- laporan Perubahan Modal
- Laporan Arus Kas
)
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2.1.3.7. Net Profit Margin (NPM)
Tingkat kesehatan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan adalah rasio profitabilitas perusahaan. Adapun pengertian rasio profitabilitas menurut Kasmir adalah: 
“rasio keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba”. 
                                                                                                           (2009:198)
Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kemampuan kesehatan ataupun kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasionalnya, salah satunya dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum mencari profitabilitas adalah mengenai indikator profitabilitas. Indikator rasio profitabilitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah net profit margin (margin laba bersih).
Adapun pengertian net profit margin (laba bersih) menurut Kasmir adalah:
“ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan”.
                                                                                                           (2009:200)
	Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan atas kegiatan operasionalnya. Dengan demikan, net profit margin (margin laba bersih) dapat dirumuskan sebagai berikut:

                                        Earning After Interest And Tax (EAIT)
   Net Profit Margin =    
                                                                 Sales
(Sumber: Kasmir, 2009:200)

2.1.4. Hubungan Restrukturisasi Organisasi dan Kinerja Keuangan
	Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap kali sebuah perusahaan harus mengevaluasi kinerjanya, serta melakukan serangkaian perbaikan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melakukan restrukturisasi. Hal ini berdasarkan pada pendapat Bramantyo Djohanputro bahwa:
“perusahaan melakukan pembenahan (perubahan) supaya segera lepas dari krisis (masalah) melalui berbagai aspek. Perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia”.
                                                                                                               (2004:2)
Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan semua pihak. Bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan komisaris/direksi yang mewakili kepentingan pemegang saham. Restrukturisasi juga merupakan kepentingan karyawan secara keseluruhan karena tindakan restrukturisasi akan berdampak pada semua karyawan.
	Adapun pendapat lain mengenai hubungan restrukturisasi organisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Benneth Silalahi bahwa:
	“restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara sustainable jangka panjang, dan bukan sebagai alasan memberi bantuan jangka pendek di bidang keuangan dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan perusahaan tersebut”. 
                                                                                                                         (2004:47)
	Dari pernyataan diatas dengan jelas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya restrukturisasi pada perusahaan yang dilakukan, hal itu dimaksudkan untuk menopang eksistensi keuangan perusahaan secara berkelanjutan dan bukan hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Karena apabila restrukturisasi hanya bersifat jangka pendek saja, maka perusahaan tidak akan bertahan lebih lama dalam menghadapi persaingan. Dalam hal ini peran penting top level manajemen serta seluruh aspek dalam perusahaan sangat dibutuhkan. 
Untuk mendukung teori pendukung diatas, maka digunakan jurnal penelitian. Jurnal penelitian diperlukan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya.
Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Muklir (2003) dengan judul: Restrukturisasi Organisasi Dalam Rangka Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah. Dalam kesimpulannya, Muklir menyatakan bahwa restrukturisasi diperlukan karena kurang  tersedianya sumber daya manusia yang handal serta professional yang dimiliki serta belum berimbangnya pembagian keuangan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan pengelolaan Administrasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum optimal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muklir adalah tempat penelitian dilakukan, oleh Muklir di instansi pemerintah sedangkan oleh peneliti di BUMN. Metode yang digunakan oleh Muklir adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muklir maupun oleh peneliti sama-sama menggunakan variabel independen yaitu restrukturisasi organisasi.
Jurnal lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Wini Amelia Meliasari (2006), dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden (Studi Kasus Pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di BEJ). Dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan, bahwa kondisi rasio keuangan perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) dalam kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami fluktuasi, walaupun tidak terjadi terlalu ekstrem. Fluktuasi ini terjadi karena ada beberapa hal, diantaranya Net Profit After Tax (NOPAT) pada perusahaan ini setiap tahun. Selain itu, kondisi aktiva juga  sangat mempengaruhi kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero). Perbedaan penelitian adalah tempat penelitian yang oleh Amelia pada BUMN yang diprivatisasi  sedangkan oleh peneliti pada BUMN yang tidak diprivitasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif sedangkan oleh peneliti adalah desktiptif kuantitatif. Selain itu, indikator variabel penelitian juga berbeda, Wini menggunakan net profit after tax (NOPAT) sedangkan peneliti menggunakan net profit margin (NPM). Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan variabel dependen sebagai kinerja keuangan.  
Jurnal penelitian terdahulu dapat disajikan seperti dalam tabel 2.1 berikut ini:


















Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

	No
	Nama
	Tahun
	Judul
	Kesimpulan
	Perbedaan
	Persamaan

	1
	Muklir
	2003
	Restrukturisasi Organisasi Dalam Rangka  Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) 
	Berdasarkan penelitian bahwa restrukturisasi diperlukan karena kurang  tersedianya sumber daya manusia yang handal serta professional yang dimiliki serta belum berimbangnya pembagian keuangan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan pengelolaan Administrasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum optimal.

	· Tempat penelitian yang digunakan. Oleh Muklir di Instansi Pemerintah sedangkan oleh peneliti di BUMN.
· Metode penelitian oleh Muklir adalah deskriptif kualitatif sedangkan oleh peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif.
	· Baik Muklir maupun peneliti, sama-sama menggunakan restrukturisasi organisasi sebagai variabel dependen dalam penelitian.
· Indidkator variabel Dependen yang digunakan sama.

	2
	Wini Amelia Meliasari  
	2006
	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden (Studi Kasus Pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di BEJ)
	Berdasarkan penelitian bahwa kondisi rasio keuangan perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) dalam kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami fluktuasi, walaupun tidak terjadi terlalu ekstrem. 

	· Wini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel independen sedangkan oleh peneliti sebagai variabel dependen.
· Indikator penelitian oleh wini adalah net profit after tax (NOPAT) sedangkan oleh peneliti adalah net profit margin (NPM)
	· Baik Wini maupun peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kuantitatif
· Tempat penelitian yang dilakukan baik oleh Wini maupun peneliti adalah pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).



2.2. Kerangka Pemikiran
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu jangka waktu tertentu. Pembangunan ekonomi merupakan titik berat pembangunan jangka panjang dan sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara bidang eksplorasi Migas, pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian dari usaha pembangunan diarahkan pada pembangunan di bidang perekonomian, sedangkan pembangunan di bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi. 
Strategi pembangunan seperti ini hanya dapat dilakukan dengan pijakan yang kuat, dimulai dengan memaksimalkan bidang-bidang ekonomi yang dijalankan baik di bidang keuangan perbankan, ekspor-impor, koperasi pembinaan usaha kecil maupun di bidang perdagangan umum dan industri. Semua potensi ekonomi tersebut perwujudannya dilakukan melalui pendanaan yang kuat, adapun sumbernya didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut harus dikelola secara profesional agar distribusinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor MIGAS. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat penting dalam gerak dan langkah pelaksanaan pembangunan ekonomi, bahkan kemajuan di sektor MIGAS dianggap sebagai kemajuan perekonomian suatu bangsa. Hal ini berlaku bagi negara-negara penghasil minyak dan gas bumi.
Umumnya pengelolaan ekonomi di bidang Migas di kuasai oleh Negara atau dijalankan oleh pihak swasta. Pengelolaan Migas oleh Negara biasanya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan pihak swasta dapat meliputi pihak asing (luar negeri) ataupun perorangan maupun badan/organisasi, dimana semua ketentuan  mengenai hal itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana yang menjadi landasan hukum berlangsungnya adalah UU di Sektor Migas. 
Adapun pengertian BUMN menurut UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah:
“badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara berdasarkan atas kepemilikan modal yang berasal dari negara baik secara langsung maupun dipisahkan.
Sedangkan Pengertian MIGAS menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:
“minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokanbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Migas adalah hasil bumi yang terjadi melalui proses alami baik berupa zat padat,cair maupun gas yang ada di dalam perut bumi yang dikuasai dan dikelola oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini Pertamina selama ini bukanlah entitas bisnis murni. Tujuan awal didirikannya Pertamina adalah untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta panas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional sesuai UU No.8 Tahun 1971. Konsep ini tidak terlepas dari konsep negara kita sebagai negara kesejahteraan (welfare state) seperti digariskan UUD kita.
Dalam konteks negara kesejahteraan ini Pertamina adalah tangan negara untuk memberi layanan, khususnya dalam bidang migas kepada warganya, serta menguasai bidang-bidang energi yang berkaitan dengan hajat hidup khalayak. Kewajiban yang berkaitan dengan layanan publik. Istilah ini dikenal dengan nama PSO (public servise obligation). Hal inilah yang menyebabkan pertamina tidak dapat diberlakukan sebagai entitas bisnis. Terlepas dari kewajiban harus diemban oleh pertamina, mau tidak mau pertamina harus berubah untuk dapat bertahan di tengah kompetensi untuk menjadi entitas bisnis agar dapat menjadi perusahaan kelas dunia(world class company). Seiring dengan berjalannya waktu, pertaminapun berubah. Ide perubahan ini pada awalnya bukanlah hal yang mudah bagi badan usaha milik negara ini, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perudangan-ungangan di Indonesia. Pasal 33 UUD 1945  adalah polemik yang menjadi kontradiksi untuk  dihadapi.
Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 2001, sejak tahun 2003 Pertamina berubah menjadi entitas bisnis murni dengan bentuk persero holding company. Diharapkan memberi kesempatan bagi Pertamina untuk menjadi entitas bisnis. Harga BBM dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Yang menjadi pertanyaan akankah hal ini terlaksana dengan mulus, dan Pertamina tidak terbebani oleh PSO, yang berujung kepada perlakuan tidak adil dalam suatu persaingan bebas. Langkah yang tidak boleh terlewatkan adalah mengindentifikasi PSO serta menilai seberapa besar dampaknya terhadap kinerja keuangan. Ada banyak alasan mendasar restrukturisasi organisasi yang terjadi pada pertamina dapat terjadi. Walaupun disatu sisi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, di sisi lain diperlukan guna menyelamatkan badan usaha ini akibat dari besarnya beban yang harus ditanggung oleh negara apabila pengelolaannya masih harus mendapat subsidi dari Pemerintah. 
Adapun pengertian restrukturisasi organisasi menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti,  bahwa: 
“restrukturisasi organisasi merupakan kegiatan untuk merubah struktur perusahaan”.
                                                                                                           (2004:401)
Sedangkan pengertian dari restrukturisasi organisasi  James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR., yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Denny Arnos Kwari, bahwa: 
“adanya perubahan dalam struktur modal, operasi, atau kepemilikan perusahaan yang merupakan rutinitas usahanya”.                                                                                                       
                                                                                                            (2005:473)	Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa restrukturisasi organisasi adalah tindakan atau kegiatan merubah struktur perusahaan melalui pertimbangan dan untuk tujuan tertentu, dimana semuanya itu harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Mengingat restrukturisasi organisasi ini terjadi pada badan usaha mlik negara, maka pihak pengambil keputusan dalan hal ini adalah Pemerintah yang bertindak sebagai regulator. Restrukturisasi organisasi yang terjadi pada pertamina meliputi restrukturisasi sumber daya manusia dan restrukturisasi keuangan. 
Dampak dari tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam merestrukturisasi perusahaan yang bergerak di bidang Migas ini berbuah manis, terlepas dari  berbagai kritikan yang muncul dalam menentang adanya restrukturisasi karena dinilai akan menyengsarakan rakyat dengan berorientasi pada perolehan profit semata-mata. Namun perlu diingat, walaupun pertamina telah berorientasi pada profit tetapi hal itu tidak melepas status pertamina sebagai PSO (Public Servise Obligation), yaitu wajib melakukkan pelayan jasa untuk kepnetingan publik atau masyarakat luas dalam hal ini adalah penduduk Indonesia secara umum.
Dengan dikeluarkannya UU No. No.22 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.8 Tahun 1971 perubahan signifikan pun terjadi. Hal itu ditandai dengan perolehan tingkat laba bersih yang semakin meningkat sejak tahun 2003. Tentu hal ini berdampak posistif bagi pendapatan negara (APBN), karena pos pendapatan negara dari pajak yang terbesar adalah dari sektor Migas dan hal ini merupakan sumbangsi dari Pertamina.
Standar yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu perusahaan yang berorientasi pada profit adalah kinerja keuangan. Suatu perusahaan dikategorikan sehat atau tidak dapat di tentukan oleh baik atau buruknya kinerja keuangan per periode pelaporan keuangannya. Yang menjadi indikator dari kinerja keuangan adalah rasio keuangan.
Adapun pengertian kinerja keuangan menurut Agnes Sawir adalah :
“kinerja keuangan merupakan aktivitas-aktivitas perusahaan yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan”.                                                                                                                     
                                                                                                              (2005:50)
Sedangkan menurut Payaman. J. Simanjuntak kinerja keuangan adalah: 
“kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan”.                                                                                                                              
                                                                                                                (2005:1)
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan pada kinerja dari aspek keuangan untuk tahun buku perusahaan yang bersangkutan. 
Penjelasan mengenai hubungan restrukturisasi organisasi dengan kinerja keuangan menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR., seperti dikutip oleh Dewi Fitriasari dan Denny Arnos Kwari adalah:
“pelaksanaan restrukturisasi dimaksudkan guna meningkatkan nilai serta daya saing perusahaan. Dimana hal ini akan berdampak pada perbaikan kinerja keuangan perusahaan bila diterapkan dengan baik dengan skala yang berkelanjutan”.
                                                                                                           
                                                                                                           (2005:475)
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing perusahaan apabila diterapkan secara baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, adanya pelaksanaan restrukturisasi organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
  Adapun penjelasan lain berkaitan dengan adanya hubungan dari adanya pelaksanaan restrukturisasi organisasi dengan kinerja keuangan seperti dijelaskan oleh Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti adalah:
“restrukturisasi organisasi pada perusahaan dapat dinilai/diukur dengan adanya perbaikan tingkat rasio keuangan sebagai indikator dari penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin baik tingkat rasio keuangan, pelaksanaan restrukturisasi yang diterapkan umumnya dapat dianggap berhasil”. 
                                                                                                         (2004:4003) 
	Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa untuk memperbaiki kinerja keuangannya perusahaan, hal itu dapat ditempu lewat adaya restrukturisasi organisasi. Apabila restrukturisasi semakin baik diterapkan akan berdampak baik pula kinerja keuangan perusahaan. Demikian sebaliknya, bila proses restrukturisasi tidak berjalan dengan baik akan berdampak kurang baik terhadap kinerja keuangan. Baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai/ diukur dari rasio keuangan perusahaan.
Dari penjelasan yang diuraikan diatas, penulis mencoba menuangkannya dalam skema kerangka pemikiran.
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2.3. Hipotesis  
Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan pengujian secara empiris. Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis yang muncul adalah:
“Restrukturisasi Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan”.
 	

	           

